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PUTUSAN
Nomor 1839/Pdt.G/2019/PA.Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaranyang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 54 tahups=eeEms am, pendidikan SLTP, pekerjaan

tempat kediaman di

| Tergugat

Pengadilan Agamaté M
Telah membaca da velajari-| erka

' OO ;8 |
Telah mendengar -'\ AN REMONONARE -.,' rgugat rekonvensi dan

Termohon konvensi / g s Aftelah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persitie

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
30 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1839/Pdt.G/2019/PA Kis,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Adapun alasan a€“ alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak
terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami &€“ istri yang
sah menikah pada hari Selasa tanggal 01 Maret 1994 Masehi atau
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bertepatan dengan 18 Ramadhan 1414 Hijriah dan telah pula terdaftar di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara
(dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
: 85/01/111/1994, tertanggal 08 Maret 1994.

Bahwa asli Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/01/111/1994, tertanggal 08
Maret 1994 milik Pemohon dengan Termohon saat ini berada dalam
penguasaan Termohon, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat kiranya
memerintahkan Termohon untuk menyerahkannya kepada Pemohon.

mi istri (ba'dadukhul) dan
(Pr) Lahir

telah pula bergaul
dikaruniai 2 (dua) ora
tanggal 28-04-1996. (sudah menikah)
XXXXXXXXXX (Pr) Lahir tanggal 03-10-1999.

Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam
membina mabhligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju
ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang
harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan
tetapi pada bulan Nopember 1997 kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran
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dikarenakan: Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang
diberikan Pemohon.

Termohon kurang beradabtasi dengan keluarga Pemohon.

Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon.

Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon
dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus
kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2000 Termohon pergi

Bahwa atas [SIMAS : g PeIT dengan Termohon
tersebut diata§ QB feluarga, namun hal

Bahwa selanj % a8 akhirnya Pemohon
Bhgan Termohon tidak

ngin bercerai dengan
d

menyadari ba y : §Q
B
: i dalam rumah tangga

Pemohon dengan TermoRg! gat sulit untuk mewujudkan
tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal
yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh
setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon
dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih
mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan
dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama

bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan
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Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai
Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup
beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua
Pengadilan Agama Kisaran Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1
(Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan
Agama Kisaran .

Bahwa berdas _ et RN uraikan seluruhnya
tersebut diatag 2 ATRIe t dsan menurut hukum
jika Pemohon 2 Pengadilan Agama
Kisaran Cq. engadili perkara ini

kiranya berke onan Cerai Talak

Pemohon .

Berdasarkan hal &€“ R sebut diata =i n mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan AQg kg Ol A aklm yang memeriksa dan
mengadili perkara ini bErke Pken suatu hari persidangan dan

memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat
yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum

dengan amar putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisarancq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
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Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan
Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan
persidangan Pengadilan Agama Kisaran

Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Termohon hadir sendiri di persidangan;
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Bahwa Ketug#h Bmohon dan Termohon

untuk menempu ugayatne QG SR 34 diator (...) tanggal 19
November 2019, t@ aght
Bahwa seld : 1 pokak ‘ idang tertutup untuk

umum dengan terf : 3 an Pemohon yang isi

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1839/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat

tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 2 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat

tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan

menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya karena tidak hadir;

dikeluarkan ole Kecamatan Tanjung
Tiram Kabupatg 2 (AU Lf Sé ... bermeterai cukup,
telah dicap po ] ernyata cocok, dan

diberi kode P;

Saksi 2 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat
tinggal di ...#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan
menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon
menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain

mohon putusan;
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DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan
Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa .............. , maka Majelis
Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam
hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon
dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa............ ;

pokoknya mohon / ) eriksa dan mengadili
perkara ini agar mg utus
Primer: g

= sssssssssssssanadll &
Subsider:
Atau bilamana Majel§ SRR i€ mengadili perkara ini
berpendapat lain, moh \ \_

Bahwa atas gugatan put, Tergugat telah mengajukan

- Bahwa.................. ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan

replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa.................. :
e Bahwa.................. :
e Bahwa.................. :
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Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara

lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa ... :
e Bahwa................. :
e Bahwa................. :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:
o fotokopi .........cc... , bermeterai cuku, telah dicap pos (nazegelen) dan
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

2. ..., di baws N ang pada pokoknya

Bahwa atas keterandauGEai@SaiSIEiersebut, Penggugat menyatakan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii bantahannya, Termohon telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:
o fotokopi ........cceuees , bermeterai cuku, telah dicap pos (nazegelen) dan
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;
Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
1. ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
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2. ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

an Pemohon adalah

Menimbang, D& , Pe ol gfmohon telah dilakukan

/

upaya perdamaian, baik gersidanga PN melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demiklaaEIGRNEIREA:

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

etentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita
dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain
sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat
tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, waban lisan, Termohon

mengakui adanya peny; girnya terjadi pisah tempat
tinggal antara Pemg ? rang 1 (satu) tahun 8
(delapan) bulan karef engan Pemohon

dengan aslinya, . : hi syarat formil, isi
bukti tersebut meng | f tela h dengan Termohon

P terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 1994,
hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon
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serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka
kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;

- Bahwa Pemoho berkete ati. untuk bercerai dengan

telah menyatakan

Menimbang, \8 ) a7 Sepel ebut di atas tentunya
sudah tidak dapat '§ nkan untul o7 uan perkawinan yaitu
membentuk rumah ta $él, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Taagl erkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk
mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-
Bagarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ol daodo alll H15 HMal 19552 )3
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Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber azam (berketetapan hati)
untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja
sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan
penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian
patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

iddah dan kenang-kenarigg hon yang besarnya akan
disebutkan dalam amar putusaaeg! i~ i sesuai ketentuan Pasal 158
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim
memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam
al-Qur'an Surat al-Bagarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ealall e 15 093250l ¢lislallazils
Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah
diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-

orang yang bertagwa. (al-Bagarah: 241);
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi
yang isi tuntutannya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam
konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut
dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi,
mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam
rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat
menuntut kepada Tergugat untuk ............... ;

Menimbang, tersebut,  Tergugat
menyatakan ................ X
Menimbang, bafk
Menimbang, k WA e

Menimbang

perkawinan, maka ( ayall (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun ahale é gan Undang-Undang

berlaku dan hukum syara’ yang Detkenee [Es@€Ngan perkara ini;
MENGADILI

DALAM KONVENSI
- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi, XXXXXXXXXX, untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, Syamsuryani,
XXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menghukum Pemohon konvensi, XXXXXXXXXX, untuk memberikan
kepada Termohon konvensi, Syamsuryani, XXXXXXXXXX, nafkah iddah
selama 3 bulan sejumlah Rp. .............. I ) dan mut’ah (kenang-
kenangan) berupa ............ ;
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DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar
biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu
rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

\. ampingi oleh Dedy

Rikiyandi, S.H.I. s@ Q¢ peldiri oleh Pemohon di
. 3!
luar hadirnya Ter 2
=8 Ty
Hakim < d Majelis,
Drs. Jaharuddl . Ahmad Raini, S.H

Mhd. Taufik, S.HI
Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  360.000,00
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- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 456.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
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